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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 07 TAHUN 2009 
TENTANG 

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA 
KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DEPARTEMEN PERTAHANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/1996 tentang 
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, maka perlu 
dikeluarkan ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungslonal 
Auditor dan Angka kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil 
Departemen Pertahanan;  

b. bahwa jabatan fungsional Auditor diberlakukan bagi Pegawai 
Negeri Sipil, maka pelaksanaannya di lingkungan 
Departemen Pertahanan dan TNI perlu dikeluarkan dengan 
Peraturan Menteri Pertahanan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Auditor dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil 
Departemen Pertahanan.  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  

2. Peraturan Pemerintah Nemor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 3550); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4019);  

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 
Sipil; 

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 
tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen Pertahanan  sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : 
PER/01a/M/VIII/2008 tanggai 13 Juni 2008.  

6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/02/M/V/2006 
tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan. 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG 

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN 
ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DEPARTEMEN PERTAHANAN.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :  
1. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, 

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah. 
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2. Auditor terdiri dari Auditor Terampil dan Auditor Ahli.  
3. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau 

akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat 
fungsional Auditor yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk 
pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan Auditor.  

4. Audit (pemeriksaan) adalah pengujian atas kegiatan audit dengan cara 
membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang senarusnya  

5. Me!akukan tugas secara mandiri adalah melakukan tugas dalam suatu tim 
pengawas mandiri yang merupakan kerja bersama, tetapi tanggung jawab 
hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat 
pada masing-masing pejabat fungsional Auditor tersebut.  

6. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek 
pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan 
apakah pelaksanaan tugas fungsi objek pengawasan dan atau kegiatan 
tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan. 

7. Mempersiapkan pengawasan dan kebijakan lainnya adalah kegiatan 
membantu menyiapkan dan atau memberikan masukan-masukan terutama 
berasal dari aparat pengawas yang mengetahui permasalahan dan 
kebutuhan pengawasan dalam rangka rnenetapkan kebijakan pengawasan 
dan kebijakan lainnya.  

8. Menyiapkan Rencana Induk Pengawasan (RI P) adalah kegiatan membantu 
menyiapkan dan atau memberi masukan untuk penyusunan RIP guna 
menjamin tercapainya pengawasan yang optimal, menyeluruh, dan terpadu  

9. Menyiapkan kebijakan pengawasan tahunan adalah kegiatan membantu 
penyusunan dan perumusan kebijakan pengawasan tahunan dalam rangka 
penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT).  

10. Menyiapkan RKPT adalah kegiatan membantu menyiapkan/memberikan 
masukan dalam rangka penyusunan RKPT.  

11. Menyiapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah kegiatan 
membantu menyiapkan dan atau memberi masukan antara lain dalam 
bentuk rincian kegiatan dan anggaran pengawasan dalam rangka 
penyusunan PKPT.  

12. Menyusun pedoman dan atau sistem pengawasan adalah kegiatan 
rnembantu mengumpulkan, mengolah data serta menyusun pedoman dan 
atau sistem dibidang pengawasan.  
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13. Memutahirkan pedoman dan atau sistem pengawasan adalah kegiatan 
membantu meneliti, mengevaluasi, dan merumuskan kemball pedoman dan 
atau sistem pengawasan dengan maksud agar tetap sesuai dengan 
kebutuhan.  

14. Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau. petunjuk teknis (juknis) 
adalah kegiatan membantu menjabarkan peraturan perundang-undangan, 
pedoman, dan atau sistem untuk memudahkan pelaksanan pengawasan. 

15. Memutakhirkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis 
(juknis) adalah kegiatan membantu meneliti, mengevaluasi, dan 
merumuskan kembali juklak dan juknis dengan maksud agar tetap sesuai 
dengan kebutuhan.  

16. Menyusun ukuran kinerja di bidang pengawasan adalah kegiatan membantu 
mengumpulkan, mengolah data, serta merumuskan ukuran kinerja 
pengawasan yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur dalam melakukan 
pengujian dan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan 
tertentu. 

17. Mernbina dan menggerakkan Aparat Pengawasan Fungsicnal (APF) adalah 
peran aktif untuk membantu mengarahkan, membimbing, dan 
mengkoordinasikan APF dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 
pelaksanaan dan hasil pengawasan. 

18. Menelaah peraturan perundang-undangan adalah keglatan membantu 
mempelajari. meneliti, memeriksa, menyelidiki, dan menilik peraturan 
perundang-undangan. 

19. Melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan adalah kegiatan 
membantu penyebarluasan aspek dan arti penting pengawasan agar setiap 
pelaku dalarn sistem penyelenggaraan pemenntahan dan pembangunan 
dapat memahami pengawasan secara benar. 

20. Melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan adalah 
kegiatan perbantuan atau kerjasama antara sesama aparat fungsional atau 
dengan instansi lain dibidang pengawasan, dan di bldang lainnya untuk 
menunjang kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan. 

21. Membuat laporan akuntabilitas adalah kegiatan membantu pembuatan 
laporan akuntabilitas dari unit kerja yang bersangkutan. 

22. Mengkaji kebijakan keuangan dan pembangunan adalah kegiatan 
menganalisis dan mengevaluasi keputusan-keputusan di bidang keuangan 
dan pembangunan yang ditetapkan oleh pembuat Kebijakan. 
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23. Membuat laporan hasil pengawasan adalah kegiatan menyajikan informasi 
secara tertulis dan berkala atas hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan 
Fungsional (APF). 

24. Membuat laporan audit akuntabilitas adalah kegiatan menyajikan informasi 
secara tertulis dan berkala mengenai temuan hasil audit laporan 
akuntabilitas yang dilaksanakan secara kornprehensip. 

25. Mengkaji laporan hasil pengawasan adalah kegiatan menganalisis dan 
mengevaluasi temuan hasil pengawasan APF yang disampaikan secara 
tertulis untuk tujuan tertentu. 

26. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) 
adalah kegiatan mengawasi pelaksanaan RKPT secara terus menerus untuk 
mendapatkan masukan guna mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan 
pengawasan telah sesuai dengan RKPT. 

27. Memantau pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 
adalah kegiatan mengawasi pelaksanaan PKPT secara terus menerus guna 
rnengetahui apakah pelaksanaan pengawasan telah berjalan sesuai dengan 
PKPT. 

28. Mengkaji dan menyempurnakan RIP adalah kegiatan menganalisis, 
mengevaluasi, dan menyempurnakan RIP agar sesuai dengan kebutuhan. 

29. Mengkaji aspek strategis  adalah kegiatan menganalisis dan mengevaluasi 
aspek strategis dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan 
penekanan utama terhadap kegiatan yang mempunyai dampak luas dan 
menyeluruh. 

30. Memaparkan hasil pengawasan adalah kegiatan memberikan presentasi 
hasil pengawasan baik untuk memberikan informasi maupun untuk 
menyempurnakan hasil pengawasan kepada pihak-pihak pengambil 
kebijakan di bidang pengawasan. 

31. Mengkaji hasil pendidikan dan pelatihan (Diklat) pengawasan adalah 
kegiatan menganalisis dan mengevaluasi pemanfaatan pengetahuan dan 
atau keterampilan yang diperoleh dari Diklat pengawasan guna 
meningkatkan mutu sumber daya pengawasan.  

32. Gelar pengawasan adalan suatu kegiatan pemaparan hasil-hasil pengawasan 
pada forum terbuka dengan dihadiri oleh instansi pemerintah, lembaga 
tinggi negara, APFP dan obyek pengawasan untuk mendorong percepatan 
tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.  

33. Melaksanakan audit adalah kegiatan menghirnpun, meneliti, 
membandingkan, dan menlai bukti-bukti yang terukur dari suatu obyek 
audit dan atau kegiatan tertentu guna mempertimbangkan dan melaporkan 


